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Abstrak 

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang didirikan atas dasar asas keadilan sosial, manfaat, dan kemanusiaan, 

tengah berupaya membangun suatu program bagi masyarakat Indonesia yang disebut Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

Berdasarkan UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

didirikan sebagai lembaga nirlaba untuk mengelola program jaminan sosial Negara. Masyarakat secara keseluruhan mungkin 
belum sepenuhnya memahami pelaksanaan program BPJS karena rendahnya tingkat sosialisasi dan pemahaman tentang 

program kesehatan tersebut. Masyarakat belum sepenuhnya menjadi peserta BPJS, terutama mereka yang bekerja di daerah 

pedesaan atau sebagai buruh informal (petani atau buruh), karena belum semuanya terdaftar atau memiliki kartu BPJS. 

Tujuan pengabdian kepada masyarakat yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat non-formal mengenai 
pentingnya memiliki BPJS Kesehatan sebagai bentuk perlindungan kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses, 

memotivasi masyarakat non-formal untuk bergabung dalam program BPJS kesehatan, serta mendukung peningkatan akses 

masyarakat desa terhadap layanan kesehatan berkualitas melalui pemanfaatan fasilitas BPJS kesehatan. Pengabdian kepada 

masyarakat dilakukan di Desa Perbarakan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 20 orang masyarakat yang turut hadir. Kegiatan 
ini efektif dalam memberdayakan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas melalui 

BPJS Kesehatan, meskipun masih diperlukan dukungan berkelanjutan untuk mengatasi kendala yang ada.  

 

Kata Kunci: Edukasi; BPJS Kesehatan; Pengabdian.  

 
Abstract 

 

The Social Security Administering Agency (BPJS), which was established on the basis of social justice, benefits, and 

humanity, is trying to build a program for the Indonesian people called the National Social Security System. In accordance 

with Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System, the Social Security Administering Agency 

(BPJS) was established as a non-profit institution to manage the State's social security program. The community as a whole 
may not fully understand the implementation of the BPJS program due to the low level of socialization and understanding of 

the health program. The community has not fully become a BPJS participant, especially those who work in rural areas or as 

informal laborers (farmers or laborers), because not all of them are registered or have a BPJS card. The purpose of 

community service is to provide an understanding to the non-formal community regarding the importance of having BPJS 
Health as a form of affordable and easily accessible health protection, to motivate the non-formal community to join the 

BPJS health program, and to support increased access for rural communities to quality health services through the use of 

BPJS health facilities. Community service was carried out in Perbarakan Village, Deli Serdang Regency, with 20 people 

attending. This activity is effective in empowering the community to access affordable and quality health services through 
BPJS Kesehatan, although ongoing support is still needed to overcome existing obstacles. 
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1. PENDAHULUAN 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), berusaha untuk menggerakkan seluruh negara dalam membangun jaminan 

kesehatan masyarakat yang disebut Universal Health Coverage (UHC). Cakupan Kesehatan UHC berarti semua 

orang mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas yang dibutuhkan, kapan dan dimana pun 

mereka butuhkan, tanpa kesulitan keuangan [1]. Dengan adanya jaminan kesehatan, maka semua masyarakat di 

negara tersebut adalah peserta jaminan kesehatan [2]. 

 

Salah satu bentuk perlindungan sosial adalah jaminan bahwa setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya 

dalam hidup. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang didirikan atas dasar asas keadilan sosial, 

manfaat, dan kemanusiaan, tengah berupaya membangun suatu program bagi masyarakat Indonesia yang disebut 

Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) didirikan sebagai lembaga nirlaba untuk 

mengelola program jaminan sosial Negara [3]. 

 

Berdasarkan UU No.40 Tahun 2004 menyebutkan bahwa manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meliputi 

layanan perorangan yang meliputi layanan preventif dan promotif, kuratif  dan  rehabilitatif, termasuk 

penyediaan obat dan alat kesehatan sekali pakai. Layanan kesehatan berupa manfaat medis dan non-medis [4]. 

 

Program jaminan kesehatan nasional dijalankan berdasarkan asas asuransi sosial dan pemerataan, dan 

strukturnya adalah gotong royong, di mana individu yang sehat dan mampu membantu yang sakit dan tidak 

mampu. Meskipun demikian, program JKN masih memiliki reputasi yang buruk di masyarakat. Masyarakat 

secara keseluruhan mungkin belum sepenuhnya memahami pelaksanaan program BPJS karena rendahnya tingkat 

sosialisasi dan pemahaman tentang program kesehatan tersebut. Masyarakat belum sepenuhnya menjadi peserta 

BPJS, terutama mereka yang bekerja di daerah pedesaan atau sebagai buruh informal (petani atau buruh), karena 

belum semuanya terdaftar atau memiliki kartu BPJS [5]. 

 

Mayoritas penduduk yang berada di kelompok penderita berbagai penyakit dan kondisi kesehatan. Ada bukti 

kuat bahwa kesehatan seseorang sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial, seperti jenis kelamin, ras, 

pekerjaan, tingkat ekonomi, dan pendidikan. Status kesehatan berbagai kelompok sosial sangat bervariasi di 

semua negara, terlepas dari tingkat pendapatan. Risiko kesehatan seseorang meningkat seiring dengan kelas 

sosial mereka. Ketimpangan sistematis dalam status kesehatan berbagai kelompok demografi dikenal sebagai 

ketimpangan kesehatan. Baik individu maupun masyarakat menanggung konsekuensi sosial dan finansial yang 

berat sebagai akibat dari ketimpangan ini [6]. 

 

Badan penyelenggara sistem jaminan sosial kesehatan bertugas menyelenggarakan program jaminan kesehatan 

bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk warga negara asing yang telah berada di negara ini selama lebih 

dari enam bulan. Masyarakat miskin, yang iurannya ditanggung pemerintah, dan yang bukan peserta ASKES 

atau penerima manfaat semuanya tercakup dalam Program Bagi Hasil (PBI) bagi peserta BPJS. Pada tanggal 1 

Januari 2014, Indonesia mulai menerapkan BPJS. Pada tanggal 31 Desember 2013, namun sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 24 pada tahun 2011 PT, BPJS. Indonesia menggunakan sistem Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) lalu beralih ke BPJS kesehatan untuk kesehatan setiap individu dideklarasikan pada 

tanggal 1 Januari [7]. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap BPJS Kesehatan dan 

mengkonstruksi konsep penerapannya di Padukuhan Kejambon Kidul, Sindumartani, Sleman. Berdasarkan 

edukasi yang dilakukan melalui media leaflet, masih banyak masyarakat yang belum mendaftar BPJS Kesehatan 

karena belum mengetahui tata cara pendaftaran dan pemutakhiran data. Kesadaran masyarakat untuk menjadi 

peserta BPJS Kesehatan meningkat dengan adanya edukasi ini [8]. 
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Mayoritas masyarakat di desa Perbarakan mereka bekerja di sektor informal, namun masih belum sepenuhnya 

memahami atau memanfaatkan program BPJS Kesehatan, meskipun pemerintah telah menggalakkannya sebagai 

upaya untuk menyediakan jaminan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat. Kendala utamanya adalah 

kurangnya pengetahuan, sosialisasi, dan pemahaman tentang proses dan manfaat BPJS Kesehatan. Oleh karena 

itu, untuk mewujudkan tujuan pemerintah dalam mencapai cakupan kesehatan universal, diperlukan inisiatif 

pendidikan dan pendampingan yang ekstensif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat 

dalam skema jaminan kesehatan ini [9]. 

 

2. METODE PELAKSANAAN  

Hasil yang telah dipaparkan diatas menghantarkan seluruh tim pelaksana untuk menghasilkan kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Keperuntukkan kegiatan ini nantinya masyarakat memahami tentang 

Penggunaan BPJS Kesehatan untuk Masyarakat Non-Formal di Desa Perbarakan. PkM ini dilaksanakan selama 

2 hari dimulai tanggal 29 November 2024 - 30 November 2024 di Desa Perbarakan. Metode dalam pelaksanaan 

aktivitas PkM ini dimulai dengan melakukan survey awal pendataan penggunaan BPJS kesehatan berjumlah 20 

masyarakat; Berkomunikasi dengan pemerintah desa atau tokoh masyarakat untuk mendapatkan izin, dukungan, 

dan informasi tentang kelompok sasaran; Lalu melakukan observasi secara langsung dengan memberikan 

sosialisasi maupun edukasi yang relevan, seperti panduan pendaftaran BPJS Kesehatan, manfaat program, dan 

tata cara penggunaan layanan  media seperti leaflet, poster, dan presentasi interaktif. Serta bentuk tim pelaksana 

yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kesehatan lokal untuk membantu dalam kegiatan. 

 

3. HASIL  

Berdasarkan hasil pemberian edukasi diperoleh data bahwa sebagian besar masyarakat Desa Perbarakan sudah 

memiliki BPJS kesehatan namun sudah tidak bisa digunakan atau kadaluarsa dikarenakan tidak melakukan 

perbaharuan data. Selain itu diperoleh data bahwa sebagian lainnya belum memiliki BPJS dikarenakan berbagai 

kondisi, berikut merupakan tabel masyarakat Desa Perbarakan yang belum mempunyai BPJS kesehatan beserta 

alasannya, terlampir pada tabel 1 berikut ini: 

Tabel 1. Data Masyarakat Desa Perbarakan 

No Inisial 

Responden 

Jenis Kelamin Umur 

(tahun) 

Alasan Belum Mempunyai  

BPJS Kesehatan 

1 TS L 50 Kondisi ekonomi 

2 CH L 43 Mengandalkan pengobatan tradisional 

3 ES L 46 Kondisi ekonomi 

4 SN L 43 Kondisi ekonomi 

5 HS P 44 Kondisi ekonomi 

6 SW P 40 Mengandalkan pengobatan tradisional 

7 WI P 39 Mengandalkan pengobatan tradisional 

8 SS P 38 Tidak mengetahui status atau manfaat BPJS 

9 SN P 39 Kondisi ekonomi 

10 NW P 39 Kondisi ekonomi 

11 LT P 37 Kondisi ekonomi 

12 AM P 38 Tidak mengetahui status atau manfaat BPJS 

13 KS P 32 Merasa sehat dan tidak memerlukan BPJS 

14 YT P 35 Merasa sehat dan tidak memerlukan BPJS 

15 IF P 33 Kondisi ekonomi 

16 SG P 30 Merasa sehat dan tidak memerlukan BPJS 

17 EK P 30 Tidak mengetahui status atau manfaat BPJS 

18 PB P 31 Kondisi ekonomi 

19 SA P 29 Kondisi ekonomi 

20 SD P 28 Kondisi ekonomi 
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4. PEMBAHASAN 

Kesehatan masyarakat bergantung pada literasi informasi saat menggunakan layanan BPJS kesehatan, 

dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum paham menggunakan layanan tersebut. Narasumber 

menegaskan agar seluruh fasilitas kesehatan segera memberikan pelayanan gawat darurat kepada peserta. Setelah 

keadaan gawat darurat ditangani dan pasien siap dipindahkan, peserta  yang mendapatkan pelayanan medis di 

fasilitas non-BPJS harus diarahkan ke fasilitas mitra. UU No.40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional 

dan UU No.24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial juga memuat ketentuan terkait hal ini [10]. 

Dengan mengetahui alur kepesertaan dan layanan BPJS, hak dan kewajiban peserta BPJS, serta layanan 

kegawatdaruratan yang tersedia bagi peserta BPJS. Bagaimana seseorang bereaksi terhadap sesuatu dan 

rangsangan tercermin dalam sikap dan perilakunya [11]. Faktor yang mempengaruhi sikap maupun perilaku 

adalah pengetahuan pribadi. Penyebaran pesan dan menumbuhkan rasa percaya diri merupakan dua cara yang 

dilakukan dalam melakukan edukasi kesehatan. Selain menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman 

masyarakat terhadap kesehatan, hal ini membuat masyarakat lebih cenderung untuk mengikuti anjuran kesehatan 

[12]. 

 

Hasil pengmas ini merujuk pada [13] disimpulkan bahwa konsultasi pemanfaatan pelayanan kesehatan BPJS 

untuk mencapai kesehatan masyarakat melalui metode ceramah dan Focus Group Discussion (FGD) dapat 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Lakala Palanga Selatan. Desa, Provinsi Konao Selatan. 

Diharapkan Pemerintah daerah dan Puskesmas Kabupaten Palanga Selatan dapat melakukan tes kepada seluruh 

masyarakat untuk mengcover kepesertaan BPJS. 

 

Hasil pengabdian lain yang dilakukan oleh [14] masih  terjadinya  permasalahan  aplikasi  Mobile  JKN  terhadap  

antrian  panjang masyarakat yang hendak menyelesaikan semua urusan BPJS kesehatan, menjadi hal  yang  perlu  

di  evaluasi  dengan solusi dengan  memberikan  sosialisasi  kepada masyarakat.  Oleh karena itu dengan 

pelaksanaan pengabdian pada masyarakat memiliki tujuan memberikan edukasi mengenai penggunaan aplikasi 

Mobile JKN. Metode yang dilakukan adalah edukasi, pre-test  dan  post-test.  Kegiatan  ini dilakukan  di  SMA  

11  Kota  Jambi  sebanyak  40  orang. Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa stakeholder sangat mendukung 

dalam pelaksanaan kegiatan ini. 

 

 
Gambar 1. Edukasi Penggunaan BPJS Kesehatan untuk Masyarakat Non-Formal di Desa Perbarakan 

 

5. KESIMPULAN 

Masyarakat non-formal memahami bagaimana cara mendaftar, memperoleh hak maupun kewajiban sebagai 

pengguna BPJS Kesehatan, serta prosedur klaim manfaat [15]. Edukasi ini meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya jaminan kesehatan sebagai upaya perlindungan finansial terhadap risiko kesehatan yang tidak 

terduga, terutama bagi kelompok non-formal yang berpenghasilan tidak tetap. Kegiatan ini efektif dalam 

memberdayakan masyarakat pada akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas melalui BPJS 

Kesehatan, meskipun masih diperlukan dukungan berkelanjutan untuk mengatasi kendala yang ada. 
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